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The economic downturn has greatly impacted business actors since the Covid-19 pandemic. Business actors are now easy targets for perpetrators of financial crimes who launch their actions to disguise the origin of wealth. Therefore, the role of the community is very important in the efforts that will be made to improve the economy because the community itself is the main actor in this matter. The role of the community is a major factor in the success of a program or policy.
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PENDAHULUAN

Turunnya perekonomian sangat berdampak terhadap pelaku usaha sejak pandemi Covid-19. Pelaku usaha kini menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana kejahatan dibidang keuangan yang melancarkan aksinya untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam upaya yang akan dilakukan guna meningkatan ekonomi karena masyarakat itu sendiri merupakan aktor utama dalam hal tersebut. Peran masyarakat merupakan faktor utama   keberhasilan   suatu   program   atau   kebijakan.


Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.1


1 Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peran pelaku usaha berkaitan dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kemakmuran, dan kemampuan pemerintah untuk mencapai kepuasan memberikan layanan publik.2 pelaku usaha memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.3
Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diakui penting keberadaannya dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM memberikan dampak terhadap peningkatan kehidupan masyarakat diantaranya yaitu mampu menyerap dan menghasilkan tenaga kerja; adanya investasi dan penerapan penggunaan teknologi; dan memiliki tingkat fleksibililtas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan besar.4 Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.9788.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi) berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM).5
Dalam kejahatan dibidang keuangan, terdapat beberapa tipikal yang dilakukan salah satunya yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan dengan cara membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan.6 Pelaku usaha yang menjalankan usaha dengan baik untuk perekonomian kini menjadi salah satu sasaran empuk bagi para pelaku tindak pidana kejahatan dibidang

2 Muhammad Syaiful Anwar dan Ir. Dr. Jamaludin, “ Peran Pelaku Usaha sebagai Penopang
Kemajuan Perekonomian Bangsa”, 3rd Annual Applied Science and Engineering Conference (AASEC 2018).
3 Iriansyah dkk, Kewenangan pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 201 0 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Respublica Vol 20 No 2 Tahun 2021
4 Salman Alfarisi, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “Peren UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 9 No 1, 2022, hlm. 82..
5 Aknolt Kristian Pakpahan, “ Covid-19 dan Implikasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
6  https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf
diakses pada 14 juli 2023

keuangan.
Pentingnya aspek hukum bagi suatu usaha sangatlah diperlukan, tanpa adanya hukum yang mengatur maka tidak adanya kepastian dalam berusaha, begitu juga dengan pelaksanaan usaha lainnya dan keseluruhannya memerlukan hukum untuk mengaturnya agar terhindar dari perbuatan curang atau terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan-kejahatan yang terhubung dengan uang contohnya seperti kejahatan korupsi, pajak, pencurian, dan tindak pidana pencucian uang.7 Kejahatan hampir terjadi semua sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Salah satu kejahatan di sektor ekonomi adalah kejahatan bisnis, sedangkan salah satu kejahatan di dalam dunia bisnis adalah kejahatan perbankan.8
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9 Potensi yang dimiliki Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dikembang dan dikelola untuk kepentingan masyarakatnya seperti lopek bugi, menjadi peluang besar bagi masyarakat pelaku usaha di desa untuk mengambil momen sehingga dalam sektor kuliner dapat mendatangkan keuntungan bagi usaha masyarakat.
Dalam pembangunan desa, peran masyarakat sangat penting sebagai aktor utama dalam proses pembangunan desa. Kini telah ada peraturan yang mengatur mengenai desa yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengatur mengenai masyarakat desa dan pemerintahan. Namun jika masyarakat tidak berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa, upaya pemerintah guna menciptakan masyarakat desa yang sejahtera tidak akan maksimal.
Melalui pemberdayaan masyarakat desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali.10 Salah satunya dapat dilakukan upaya peningkatan peran masyarakat pelaku usaha agar dalam menjalankan sektor usahanya diberikan perlindungan hukum yang nanti akan menjadi sebagai pedoman dalam berusaha sehingga terhindar dari kejahatan di bidang keuangan.

7 Sukamarriko Andrikasmi, Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Pengantar), Pekanbaru, Taman Karya, 2020, hlm 2-3
8 Asyari Hasan, Lulu Febriany. Identifikasi Tindakan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Finansial Perbankan Syariah Selama Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Vol 4 No 4 November 2021 P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-2205, hlm 1078.
9 Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
10 Suharto, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA (Analisis
Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)” (Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang), 47.

Di negara indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi tersebut maka peran serta masyarakat sangat penting dalam mencegah tindak pidana khususnya kejahatan dibidang keuangan. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari kekhawatiran terhadap tindak pidana kejahatan dibidang keuangan sebagai salah satu komponen dari suatu negara.
Pada tahun 2020 adanya Covid-19 ini yang datang di tengah-tengah masyarakat sungguh sangat menjadi perhatian. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian di masyarakat bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh Covid-19, membawa dampak negatif terhadap pendapatan perekonomian masyarakat. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian.11 Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya UMKM dan pariwisata, karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi.12
Pandemi Covid-19 atau Corona semakin mengjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus menggerus sisi dari eksternal perekonomian.13 Pandemi yang diakibatkan virus Covid-19 ini telah menimbulkan gejolak di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gejolak ekonomi global akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan pengangguran yang tinggi, kepailitan bisnis, dan gangguan dalam pola perdagangan global. Banyak perusahaan menutup bisnisnya sehingga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja, bertambahnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan. Hal ini turut berdampak pada meningkatnya kejahatan di masa pandemi Covid- 19.14
Di Indonesia sendiri terjadi peningkatan transaksi keuangan mencurigakan selama masa

11 Fakrul Rozi Yamali, Ririn, dan Noviyanti Putri, Dampak Covid-19, Terhadap Ekonomi Indonesia, ( September 2020), 421
12 Edy Sutrisno, Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm Dan Pariwisata, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indoensia, Volume 9 No 1, hlm 641.
13 Yonta do Parapat, Katina Pakpahan, Satria Jaya Bukit, dan Afri Jansen Tarigan, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 2, hlm. 24
14 Lydia Anggun, “Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) di Masa Pandemi Covid-19, Technology and Economic Law Journal, Vol. 1 No. 1, hlm. 65

pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan laporan pada Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelapor. Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), yang melaporkan adanya peningkatan pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang terkait dengan berbagai kejahatan seperti korupsi, penipuan, perjudian online, tindak pidana perpajakan dan pasar modal.14 Covid-19 terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang bekerja informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi permintaan agregat. tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi perekonomiannya dengan cepat ditambah lagi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi.15
Perlu adanya upaya dalam penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana berbasis keuangan terlebih lagi saat perekonomian dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19. Terlebih saat pelaku berusaha memutar otak dan mencari peluang untuk melakukan aksinya pasca pandemi Covid-19. Upaya tersebut juga untuk memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi tetap terjalin baik secara berkesinambungan. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan cita- cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sama halnya dengan tujuan hukum dalam masyarakat.16
Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana dibidang kejahatan ditegaskan dalam beberapa regulasi di indonesia salah satunya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :
“Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.”
Tidak hanya disitu peran dan fungsi masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana dibidang keuangan juga tercantum didalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3)
14 Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2020
15 Livina PH, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, Firman Aziz, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa”, Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, Vol. 1 No. 1, 2020.
16 Sukamarriko Andrikasmi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”, Riau Law Jurnal, Vol 6, No 2 November (2022) : 261.


Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :
(1) “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.”
(3) “Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.”
Berdasarkan latar belakang diatas maka riset ini akan menjawab bagaimana peran, hambatan dan upaya masyarakat pelaku usaha untuk mencegah kejahatan dibidang keuangan dan peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Riau.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Peran Masyarakat Pelaku Usaha Untuk Mencegah Kejahatan Dibidang Keuangan Dan Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Riau)
Setiap orang pelaku kejahatan dibidang keuangan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, apapun profesinya. Kemampuan bertanggungjawab menentukan pidana yang akan diterima seseorang. Dalam pandangan yang lain, kehadiran masyarakat sipil dalam pemberantasan tindak pidana tersebut adalah sesuatu hal yang sangat penting. Apalagi berkenaan dengan penyelamatan keuangan negara, termasuk sumber daya alam dari praktek kejahatan, keterlibatan masyarakat sipil mestinya menjadi hal yang mutlak.17 Minimnya perhatian dan kajian terhadap peran partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan dibidang keuangan memberikan dampak terhadap kualitas yang tidak memadai dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara untuk peka terhadap kejahatan dibidang keuangan.
Peran masyarakat dalam pencegahan terjadinya kejahatan khususnya dibidang keuangan diperbolehkan oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi diantaranya :
a) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
17 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001), hlm 11.

112

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Terdapat beberapa lembaga yang dibentuk sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan dibidang keuangan diantaranya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun sebagai warga negara, masyarakat juga harus berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan dibidang keuangan mengingat salah satu tindak pidana dibidang keuangan yaitu korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
a) Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pidana korupsi.
b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
c) Hak meyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
Adapun peran masyarakat pelaku usaha untuk mencegah kejahatan dibidang keuangan dan peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Riau yang dilakukan diantaranya :
a) Memulai langkah awal dengan modal dan usaha yang bersih. Modal awal yang digunakan harus diketahui secara jelas track record nya. Apalagi pelaku usaha mendapatkan dana investasi dari anonim yang patut dicurigai darimana

dan siapa pemilik modal tersebut. Jangan sampai modal yang diberikan kepada pelaku usaha merupakan upaya tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana dari tindak pidana lainnya. Usaha yang dibuka oleh pelaku usaha harus usaha yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
b) Konsisten dalam proses usaha yang dijalani. Guna meningkatkan perekonomian, pelaku usaha harus konsisten dalam menjalankan usaha yang sedang dibangun. Beberapa pelaku usaha berhenti ditengah jalan karena daya beli yang kurang menimbulkan potensi kerugian. Namun akan lebih baik suatu usaha dibangun secara berkesinambungan untuk menciptakan usaha yang tetap.
c) Menelaah dan memperbaiki praktik usaha yang mengarah kepada tindak pidana. Jika pelaku usaha menjalankan usaha yang ternyata mengarah kepada tindak pidana maka pelaku usaha diharapkan dapat melakukan perubahan pada usahanya. Dan jika setelah ditelaah pelaku usaha mendapati bahwa beberapa modal yang didapatkan dari investor anonim, maka pelaku usaha sebagai masyarakat berhak untuk memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kejahatan dibidang keuangan.
d) Melaporkan setiap adanya praktik pidana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Faktor Penghambat Dan Upaya Masyarakat Pelaku Usaha Untuk Mencegah Kejahatan Dibidang Keuangan Dan Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Riau)
Adapun faktor penghambat terlaksanakannya model pemberdayaan masyarakat pelaku usaha lopek bugi untuk mencegah kejahatan dibidang keuangan dan peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut :
a. Kebiasaan masyarakat masih terbatas. Terjadinya penurunan perekonomian yang merupakan efek dari pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya penutupan usaha. Masyarakat masih terfokus sistem jual beli secara langsung padahal pandemi Covid-19 membuat perubahan terhadap perilaku konsumen yang mencari segala kebutuhan secara online. Perubahan kebiasaan yang yang

masih sulit diterima oleh masyarakat merupakan salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat
b. Masyarakat sebagai pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tindak pidana dibidang keuangan. Masyarakat juga masih tidak mengetahui kegiatan kegiatan yang mengarah kepada tindak pidana kejahatan dibidang keuangan seperti gratifikasi, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kurang masifnya edukasi terhadap masyarakat mengenai kejahatan dibidang keuangan sehingga masyarakat tidak bisa membedakan dan mengetahui hal yang mencurigakan seputar transaksi yang dilakukan oleh masyarakat pelaku usaha.
c. Tidak siapnya pelaku usaha dalam mengahadapi kondisi pasca wabah Covid -19. Banyak pelaku usaha yang tidak bisa menjalankan usaha ditengah pandemi Covid-19 karena adanya perubahan total dalam kebiasaan pola hidup sehari- hari. Yang biasanya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara langsung, pada saat Covid-19 diterapkan pembatasan sosial (social distancing) dengan gerakan dirumah saja. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap daya jual beli masyarakat yang tentu saja menurun.
d. Pelaku UMKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat pada pasca pandemi Covid 19.
Upaya yang dilakukan masyarakat pelaku usaha lopek bugi untuk mencegah kejahatan dibidang keuangan dan peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut :
a) Mengembangkan jenis usaha dari ofline ke online. Pelaku usaha agar tetap bertahan selama pandemi Covid-19 harus merubah cara dalam menjalankan bisnisnya yakni dengan memanfaatkan e-commerce maupun digital marketing. Pelaku usaha harus keluar dari zona nyaman berbisnis secara langsung mengingat keadaan yang mengharuskan adanya pembatasan sosial. Pelaku usaha harus bisa menyesuaikan kebutuhan pasar kian berubah sesuai perkembangan zaman.
b) Pelatihan dan pendidikan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan atau dinimika dimasa mendatang terutama mengenai kejahatan dibidang keuangan dan wabah pandemi Covid-19.

c) Pentingnya dana darurat. Pelaku usaha perlu mengetahui urgensi dana darurat terhadap bisnis yang dijalankan. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha siap dalam mengadapi tantangan kedepan dan memiliki pegangan berupa modal untuk mempertahankan usaha.
d) Meningkatkan kapasitas untuk menahan guncangan finansial dan non- finansial.18
Adapun upaya yang dapat dilakukan diantara lain :
1) Peningkatan efektivitas pengawasan sektor keuangan
· Mengatasi kesenjangan dan keterbatasan dalam pengawasan konglomerasi keuangan.
· Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas keuangan.
2) Memperkuat kerangka kesiapan krisis dan penyelesaian/ resolusi
· Meningkatkan kerangka hukum untuk menetapkan sistem penyelesaian/resolusi permasalahan bank dan koordinasi antarlembaga yang efektif
· Memberikan pengaturan yang jelas untuk pendanaan penyelesaian/resolusi, termasuk ketentuan untuk pendanaan diluar yang biasa bila diperlukan.
3) Mendorong pengelolaan risiko terkait iklim dan bencana alam
· Mengembangkan kebijakan-kebijakan (termasuk penilaian, pengungkapan dan pelaporan) untuk mengelola risiko-risiko terkait iklim untuk sektor keuangan.
· Memperdalam pasar asuransi bencana untuk memberikan jasa pengelolaan risiko keuangan kepada pemerintah, bisnis, dan rumah tangga.
KESIMPULAN
Masyarakat harus turut andil dalam upaya pencegahan kejahatan dibidang keuangan dan bahkan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Adapun peran masyarakat pelaku usaha untuk mencegah kejahatan dibidang keuangan dan peningkatan perekonomian

18https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kupang/baca-artikel/15468/Prospek-Ekonomi-di-Indonesia-
Pasca-Pandemi.html, sebagaimana di akses pada Ahad, 16 Juli 2023.

pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Riau yang dilakukan diantaranya memulai langkah awal dengan modal dan usaha yang bersih; konsisten dalam proses usaha yang dijalani; menelaah dan memperbaiki praktik usaha yang mengarah kepada tindak pidana; dan melaporkan setiap adanya praktik pidana.
Adapun faktor penghambat terlaksanakannya model pemberdayaan masyarakat pelaku usaha lopek bugi untuk mencegah kejahatan dibidang keuangan dan peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu kebiasaan masyarakat masih terbatas; masyarakat sebagai pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tindak pidana dibidang keuangan; tidak siapnya pelaku usaha dalam mengahadapi kondisi pasca wabah Covid -19; dan pelaku UMKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat pada pasca pandemi Covid 19.
Upaya yang dilakukan masyarakat pelaku usaha lopek bugi untuk mencegah kejahatan dibidang keuangan dan peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu ,engembangkan jenis usaha dari ofline ke online; pelatihan dan pendidikan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan atau dinimika dimasa mendatang terutama mengenai kejahatan dibidang keuangan dan wabah pandemi Covid-19; pentingnya dana darurat; dan meningkatkan kapasitas untuk menahan guncangan finansial dan non-finansial.
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